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Pada hari ini Kamis, tgnggal Sembilan belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu,

yang bertanda di bawah ini :

: Wr5.Ul0t729 lHl(,00tEt202t
: 18t.45l 42 -WKUM/202r

Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dalam hal ini bertindak
untuk melaksanakan dan mengatasnamakan Pengadilan

Negeri Pelaiharj berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah

Agung Republik lndonesia Nomor :

l6721DlVlSKKP04.5/l 112020 tanggal 23 Novernber 2020,

berkedudukan di Jl. H. Boejasin, Kelurahan Angsau,

Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan

Sclatan yang sclanjutnya diaobut cebagai PIHAK KESATU'

T. IRIATY KIIAIRI'L
UMMAII, S.H.

U. H. SUKAMTA Bupati Tanah Laut dala:n hal ini benindak untuk dan atas

nama psmerintah Kabupatcn Tanah Laut, yang diangkat

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor : 131.63-5927 tahun 2018 tanggal 5

September 2018 berkedudukan di Jl. A. Syairani No.36

Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah

Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya sesam sendiri-sendiri, disebut pihak

dan secara bersama sama disebut para pihak, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU, merupakan pelaksanaan fiurgsi kekuasaan kehakiman dengan wilayah

Yurisdilsi meliputi Kabupaten Tanah Laur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang.Undang Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan Umum;

\



b. PIHAK KEDUA, merupakan Pemcrintah Daerah Kabupaten Tanah laut yang
terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah yang dalam Kesepakatan Bersama ini
disebut sebagai pelaksana teknis yang meliputi Sekrctaris Daerah, Dinae
Daerah, Lcmbaga Teknis Daerah, Kecarnatan dan Desa;

c. Balrwa selragai pcnvujudan wlwle of gouemment dalam mcmberikan pelayanan
publik yang prima kepada masyarakat Kabupaten Tanah l-aut terutama di
masa pencegahan dan pengendalian Corona Virus Drsease 2019 {COVID|9\,
PARA PIIIAK acpokat untuk melakranakan kerjarnma dnlam hal pomborian
layanan Produk Pengadilan termasuk namun tidak terbatas pada Penetapan
Pcngadilan ctan Sr.rrat Kcterangan Pengadilan berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan dan Regulasi atau Peraturan lainnya yang bcrlaku;

d. Integrasi Layanan Pengadilan, merupakan suatu sistem kolaborasi prcses
layanan yang dilaksanakan olch Pengadilan Negeri Pelaihari dengan melibatkan
Perangkat Daerah terkait di bawah Pcmcrintah Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tanpa mengurangi ketentuan
hukum yang bcrlaku, PARA Plt'lAK berscpakat untuk membuat dan
mcnandatangani Kesepakutan Bers*ma tentang "INTEGMSI LAYANAN
PENGADII.AN NEGERI PEIAIHARI DENGAN PEMERINTAH }iTBUPATEN TANAH
LAUT, dengan ketcntuan yang sudah discpakati dan diatur dalam pasal-pasal
sebagai berikut :

Prml f
UAITSUD DAII TUJ:UA}I

(l) Maksud dari dibuatnya Kescpakatan Bcrearna ini yairu mcrnrjudkan lplote of
Gouenvnent (woG), yang merupakan suatu pendekatan p€nyclenggaraan rungsi
pemerintahan dengan menyarukan upaya kolaboratif dari beberapa Bcktor
(stakcholders/ dalam lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan bersarna,
dalam hal ini khususnya di bidang pelayanan publik;

(2) Tujuan dari dibuarnya Kesepakatan Bersama ini antanr lain :
a' Mendekatkan fungsi Lembaga Peradilan metalui program/kegiatan/inovasi

ysng mampu menyentuh masyarakat sehingga masyarakat dapat
merasakan bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari benar-bcnar haclir untuk
masyar:akat khucuanya bagi maeyeraknt Tanelr Laut;

b. Mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat clan tidak bcrbiaya
- t|'nggi;

["./""ily:f prograrn pcmerintah daram rangka pencegahan dan
\./ Wngendalian Corona Wrus Disease 2019 (COWD-lgl,

"u^rftH,icn 
p

Ruang Lingkup kesepakaran ini meliputi :
(l) Sinergidalarn layanan produk penetapan dan surat Kererangan ltngadilan;(2) Fasilitasi Pemerintah Kabupaten Tanah lar.rt terkait Kcbutuhan ilasyarakat

Kabupaten Tanah laut terhadap produk layanan pengadilan; dan(3) Koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh
Pn RA prHAK sesuai kctentuan peraturan perundang-undangan
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Pssel 3

PEUINSA}TAAT

(l) PARA PIHAK sepakat untuk mcnjadikan Kesepakatan Bersama ini sebagai
acuan dasar dari pcrjanjian kerjasama yang akan disusun oleh PIHAK
PERTAMA dengan Perangkat Daerah terkait yang berada di bawah otoritas
PIHAK KEDUA;

(2) Jenis layanan p:ngadilan yang akan diatur dalarn Pedanjian Kerjaeama
sebagai turunan dari Kesepakatan Beraama ini terdlrl dari layanan bidang
Kepanitcraan Perdata dan Kepanitcraan Hukum.

Passl 4
.,AIIOI(A WAKTU

Kescpakaran Bersama ini bcrlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung
sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan pARA
PIHAK.

Purl 5
EVALUASI

(1) PARA PIHAK sepakat untuk mclaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan
Kesepakaran Bersama ini sekurang-kurangnya I (satu) kau selama jangka
waktu berlakunya Kesepakatan Bersama;

(2) Hasil evaluasi dituangkan dalom bentuk tertulis dan dapat dijadikan sebagai
dasar untuk pcrpanjangan Kesepakatan Berlama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4.

,"ftfr;*
(l) Keaepekatsn Berssms ini dapat dit{nJau kcrnbeli ccbelum batas watctu y&ng

tclah disebutkan dalarn Paoal 5 oleh PAR/I PIHAK, apabila terdapar sebuah
perubahan peraruran perundang-undsngan dan/atau revisi kebiiakan
pemcrintah yang terkait dengan pelaksanaan tugaE dan fungsi PARA plHAK.

(2) Jika terjadi sebuah kesalahpaharnan selama pctaksanaan Kesepakatan
Bersama {an/atau pcrjanjian Kerjasarna seuagai turunannya berrangsung,
maka PARA PIHAK scpakat untuk menyelesaikannya dengan cara rnusyawarahuntuk mencapai kata mufakat.

Pasat 7
PEITTUTUP

(l) Pcrubahan ketcntualr yang suclah ditetapkan di dalam Kescpakatan Bersamaini hanya dapat dilakukan atas pers,etujuan PARA pIHAK;
(2) syaret dan ketentuan lain yang belunr diatur dalam Kcscpakatan Bersama iniakan diatur lebih lanJut dalam addendum abupun amandemen yangseluruhnya akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan denganKesepakatan Bcrsoma ini,
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t.t.

Demikian Kescpakatan Bersama ini ditandarangeni oleh PAR/\ plHAK, maaing.
masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik clan tidak ada un$ur
paksaan dari pihak manapun.
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